SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Menimbang

Mengingat

DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal
7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telalh beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan :

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya
disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan
oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat
dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang
selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang
dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan
pelayanan publik.

Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan

Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih



10.

11.

12.

Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah
dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika
dikelola bersama.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat
Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama
Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah
lain.

Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama
antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah
dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinva

bersifat umum.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS
adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan
Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang
memuat hak dan kewajiban.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otcnom.

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya
disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam
menyiapkan kerja sama Daerah.

Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang
berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan,
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sineyrgi. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran
dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah | Daerah  untuk  memastikan  bahwa
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perl,mdang—undangan.
Dokumen Kesepakatan Sinergl yang selanjﬁtrﬂya-disebut
NotaKese‘pakatan adalah Dokumen yang berisi substansi
p«:\kok‘ bérupa tugas dan tanggunghwab Pemerintah
Plldsat dan Pemerintah Daerah vang bersifat mengikat.
Menter: adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.



Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. KSDD;
b. KSDPK;
Naskah Kerja Sama; ‘
d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
e. Dukungan Program Pemerintéh Pusat dan Pemerintah

Daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Urmnum

Pasal 3

(1) KSDD terdiri atas:

a. Kerja Sama Wajib; dan

b. Kerja Sama Sukarela.

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. kerja sama daerah ké‘bupaten /kota dengan daerah
kabupaten/kota lain yvang berbatasan dalam satu
wilayah Provinsi;

b. kerja sama daerah kabupater:/kota dengan daerah
kabupaten, kota lain yang berbatasan di Provinsi yang
berbeda;

c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi
lain yang berbatasan; dan

d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan
cléngan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

(3) Kerja Sama Sukarela Sebagaimanav dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa kerja sama 'yarig dilaksénakan oleh 2
(dua) atau h;:bi_h Daerah yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun

dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan
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dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Objek Kerjasama

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri

atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

‘Pelayanan Dasar, meliputi:

.

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umurﬁ, dan pelindungan
masyarakat; dan

sosial.

. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

tenaga kerja;

pemberdayaan perempuian dan pelindungan anak;
pangan;

pertanahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
vemberdayaan masyarakat dan Desa,;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal,

kepemudaan dan olah raga;

statistik; |

pferSand_ié_n;

kebudayaan;

perpustakaan: dan

kearsipan.



(1)

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

perdagangan;

N R e

perindustrian; dan

8. transmigrasi.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Identifikasi dann Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 5
Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
melakukan  Identifikasi  dan Pemetaan  Urusan
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan
potensi dan karakteristik Daerah.
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat
Daerah yvang membidangi perencah;aan.
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat dalam daftar rencana Progrém dan Kegiatan
unituk setiap Urusan Pemeriatahan vyang akan
dikerjasamakan per tahun, sésuai dengan:
a. jangka wektu kerja sama; dan
b.skala prioritas yang ditentukan  berdasarkan

perencanaan KSDD.



(5)
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Daftar rencana Prograrﬁ dén Kegiatan untuk setiap

Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh

Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:

a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah
provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang
dikoordinasikan oléh Perangkat Daerah  yang
membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi,
untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

b. forum musyawarah perencanaan .pembangunan
nasional atau koordinasi teknis di 'tingkat nasional
yvang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang
dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah
provinsi dan  daerah  kabupaten/kota = dalam
wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dar: provinsi yang berbeda, dan
antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang
berbeda.

Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada,

ayat (4) uruf b belum dibahas dalam forum musyawarah

perencansan pembangunan nasional atau koordinasi
teknis  di tingkat nasional vang difasilitasi oleh
kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama
dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai

KSDD.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan vang

telah disepakati untuk dikcrjasémakan sebagaifnahé

dimaksud pada ayét (4), dituangkan dalam Berita Acara

dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.



Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

o p

o Qo

=

=

e

persiapan;

penawaran;

penyusunan Kesepakatan Bersama;
penandatanganan Kesepakatan Bersama,;
persetujuan DPRD;

penyusunan PKS;

penandatanganan PKS;

pelaksanaan,;

pe'natausahaan; dan

pelaporan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan
dengan bidang KSDD.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

latar belakang;

maksud dan tujuarn;
c. lokasi KSDD;
d. ru.éng lingkup;
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. anelisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang

yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan.
Perangkat Daerah pemrakarsa KiSDD menvampaikan
kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepada TKKSD.
TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap
usulan rencana KSDD) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dengan pertimbangan:
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a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program /Kegiatan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah

Pemrakarsa KSDD.

Pasal 8
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat
penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kepala Daerah calon mitra KSDD vang menerima surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat
penawaran diterima. '
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang
disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama
menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada
Kepala Daerah calon mitra KSDD.
Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) haii sejak
permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] Kepala Daerah calon mitra tetap tidak
memberikan tanggapan maka:
a. Gubernur pemrakarsa kerja sarna melaporkan kepada

Menteri; dan



(1)
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b. Bupati/Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan
:kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk
memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan
tanggapan penawaran kerja sama; dan

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai
bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama

Wajib.

Pasal 9

Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Pemrakarse KSDD dalam hal
penawaran KSDD diterima. |

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD,
untuk selanjutnva dibahas bersama-sama dengan
melibatkan pihak terkait. J
Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

para pihak.

Pasal 10

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah
disepakati bersama oleh para pihak, selanjutﬁya
diléku.kan penandatanganan Kesepakatan Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dﬂakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala
Daerah mitra KSDD.

Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dibuat rangkap sesual dengan

jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan

Bersama ditambah | (satu) eksempiér fotokopi dokumen
naskah KSDD untuk Biro atau Bagian vang membidangi

kerja saraa sclaku Sekretariat TKKSD.
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Pasal 11

Dalam hal rencana KSDD:

a.

b.

membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran

pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,

Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi oleh Perangkat Daerah vang membidangi kerja

sama.

Pasal 12

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 dilakukan melalui tahapan:

a.

0.

Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan
persetujuan DPRD kepada pirripinan DPRD disertai
dengan Kesepakatan Bersama yang telah

ditandatangani dan rancangan PKS;

. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala

Daerah paling lama 15 (lima belas} hari sejak surat
diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi

DPRD yang membidangi kerja sama daerah;

. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala

Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;

. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD

atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima
belas) hari dan menyampaikan kembali kepada

pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan,;

. Pimpinan DPPRD memberikan persetujuan paling lama

15 (lima belas} hari seiak diterima surat dari Kepala
Daerah; dan

Dalam hal jangka waktu sebagairnana dimaksud dalam
huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama
Daerah belum memberikan persém_juan, permchonan
tersebut dianggap telah mé:;llperoleil Persetujuan

DPRD.



(3)

Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi
kerja sama daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan
untuk melakukan pengkajian rancangan PKS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Persetujuan ~ DPRD terhadap- rancangan PKS

‘ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Dalam hai setelah jangka waktu 45 {empat puluh lima)
hari  DPRD belum menetapkan sikap terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan

DPRD.

Pasal 13

Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa
Keria Sama dalam bentuk I'an.Cangari PKS KSDD.

Dalam penyusunan reincangan PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (i), dapat diminta bantuan
pakar/tenaga ahli.

Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya
dibahas bersama-sama dengan melibatkan pinhak terkait.
Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh
para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan

naskah PKS.

Pasal 14

Penandatanganan PKS seba_gaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang
beftihdak untuk dan atas nama dasrah. |

Kepala Daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (i
dapat memberikan kuasa kepadé_ kepala Perangkat
Daé;:tfa.h untuk menandatarigani PKS.

Penerpitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan



m
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kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama
Daerah.

Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan
jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1
(satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk
Sekretariat TKKSD.

Pasal 15
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang
terdapat dalam PKS KSDD.
Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS
KSDD sebagaimarna dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan kerja sama. '
Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Kepala Dacrah dapat melakukan
pérubahan atas materi PKS KSDD.
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dirmaksud pada ayat (2) dapat berupa _‘ mengurangi
dan/atau menambah/addendum materi perjanjian. |
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayst (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah
Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan
TKKSD. |
Dalam hal materi perubahan mengakibatkan
penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus

dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 16
Pénatausahaan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 6
hﬁru_{‘ i dilakukan oleh TKKSD melalul Fasilitasi
penyusunan, pembahasan dan  penandatanganan
dokumen KSDD.
TKKSD) menyimpan 1 (satu) cksemplar dokumen asit

naskah KSDD,.
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(1)

F\
N
=

Pasal 17
Pérangkat iD.aerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 hurufj setiap semester.
Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayvat (2).
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan
Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), paling sedikit memuat:

a. judul KSDD;

b. bentuk naskah KSDD;

c. para pihak;

d. maksud dan tujuan;

e. objek;

f. jangka waktu;

g permagalahan;

h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

[

hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18
Jika terjadi perselisthan dalam penvelenggaraan KSDD.
Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian
perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
Dalam rnengupayakan penyelesaian perselisihan secara
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, Perangkat Daerah yang melakukan KSDD



(3)

(2)

(3)
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menyiapkan keleﬁgkapan dokumen kerja sama yang
berkaitan dengan pelaksanaan kérjavsama.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil
musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh
daerah yang melakukan KSDD.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang
melakukan KSDD.

Pasal 19

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian
perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota
dalam |  (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisithan
kepada TKKSD provinsi. |

TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan
dalam  berita acara yang ditandatangani cleh

kabupaten /kota yang melakukan KSDD.

- Pasal 20

Dalam hal tidak terjaci kesepakatan dalam penyelesaian
perselisihan KSDD yaﬂg dilakukai: oleh TKKSD Provirist,
Gubernur sebagai ~ Wakil  Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan
kepada Menteri.

Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDID
sepagaimana dimaksud pada ayat {l1) berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait.

Hasil penyelesaian peﬁrse‘iisihan sebagaimana dimaksud
pada ayét (2) ditetapkan dengan Keputusau Menter: vang

bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Pasal 21
Dalam hal tidax lerjadi kesepakatan dalam penyelesaian

perselisinan KSDD yang dilakukan oleh:



(2)
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a. kerja sama antardaerah provinsi;

b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota dalam wilayahnya;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,
daerah yang berselisih menyampaikan permohonan
penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD
sebagaimana dirmnaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait.
Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 22

Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah
kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak
dilaksanakan oleh kabupaten/ koté, Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan,
pengawasarn dan evaluasi terhadap Daerah
kabupaten/kota Yang bersangkutan. '

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah dilakukan,
cdaerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan Kerja
Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk
meiakukan  pengambilalihan  pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan vang dikerjasamaikarn.

Gubernur sebagai Wakii Pemerintah Pusat melimpahkain
pelaksanaan Urusan Pemerintahan jy;allg dikerjasamakan

kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuail dengan bidang



tugasnya  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari
Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23
Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh:
a. kerja sama antardaerah provinsi,
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,
Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap Daerah dimaksud.
Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi  dengan  Kementerian/Lembaga  Non
Kementerian terkait.
Dalam hal setelah dilakukan pembinéan, pengawasan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Daerah tidak meiaksanakan Ker_jé Sama Wajib, Menteri
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis
terkait wuntuk pengambilalihan pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang dikerjasarnakan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah

' Pasal 24
Kementerian/lembaga pernsrintah nonkementerian dapat
memberikan  bantuan dana kepada daerah wuntuk
fnele-.ksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran
.EF‘endapatan dan Belanja Negara sesuai dengan
kemampuan keuangar). Negara.
Pemerintah  Daerah  dapat memberikan  bantuan

pendanaan kepada Daerah lainnva untuk melaksanakan
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- 19 -

Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan
Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah
untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 25
Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah
meiakukan:
a. pemetaan urusan 'pemerintahan sesuai potensi dan
kkarakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat
dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepsla Daerah.

Pasal 26

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga,

KSDPK harus memenuhi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bet'sangkutan;

b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

c. Pihak Ketiga yang 1%1@11gaj‘dka11 prakarsa memiiiki
kemampuan keuangan untuk mernbiayai
pelaksanaan keria sama.

Pihak Ketiga yvang menjadi pemrakarsa harus menyusun

studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.



. Pasal 27
Studi ke_layakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. maksud dan tujuan,;
d. objek kerja sama;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f.  jangka waktu;
g. analisis manfaat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 28

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penawaran;

c. penyusunan Kesepakatan Bersama;

d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;

f. penyusunan Kontrak atau PKS;

g. penandatanganan Kontrak atau PKS;

h. peiaksanaan ;

i pénatausahaan; dan

j. pelaporan.

Pasal 29
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan
hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan vyang akan
dil%erjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2).

—
N
=

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:



(3)

(5)
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latar belakang;

a.
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDPK;

d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat;

g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai
bidang yang dikerjasamakan; dan

h. bembiayaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan

kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} kepada TKKSD.

TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, dengan

pertimbangan:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana
Pembangunan Jangka Merniengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatann dengan Rencana

- Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

d. kelayakén biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian ssbagaimana dimaksud pada ayat (4)

disamipaikan kembali kepada  Perangkat Daerah

Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 30

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
b dilakukan olehh TKKSD dengan menyampaikar: surat
penawaran rencana KSDPK untuk .di‘i:,and_atangani Kepala
Daerah.

S‘drat penawaran rencana  XSDPK vang  telah
ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada
Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan

kerangka acuan kerja.
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Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi
syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra
dengan mempertimbangkan:

a. bonafiditas;

b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan

KSDPK.

Pasal 31

Penawaran KSDPK yang diajukan cleh Pihak Ketiga dikaji

oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.

Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan  Rencansa
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi program/ kegfivata'n dengan Rencana

Tata Ruang Wilaysh;
. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

. ke]a‘yakan. biaya dan manfaatnya;

[oFEN o]

a

. dampak terhadap pembangunan Daerah;

It}

bonafiditas calon mitra KSDPK;

g. pengalaman calon rmitra KSDPK di bidang yang akan
dikerjasamakan; dan ’

h.komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan

program /kegiatan KSDPK.

Pasal 32

Penjfusunaﬂ Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢ dilakukan cleh TKKSD
yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah
disepakati oleh Para Pihak, selaniutnya dilakukan
penaﬁd-&tanganan naskah Késsepakas‘;an Bersama.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayet (2) paling lama 5 {lima) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pinak.



Pasal 33

Penandatanganan naskah Kescpakatan Bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala

Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

(5)

(1)

Pasal 34
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang
membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan
KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berjalan.
Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menylapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada avat (1).
Surat ‘permohonan Perse‘;ujuan DPRD Sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2} harus melampirkan:
a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
b. rancangan PKS; dan '
c. profil perusahaan mitra kerja sama.
Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah
menyarripaikan renoana’ KSDPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
peréetujuan dalam sidang paripurna.
Persetujran DPRD dituangkan dalam surat pimpinan
DPRD. |
Dalam ha! sételah jangka waktu 45 (empat puluh lima)
hari DPRD  belum menetapkan  sikap  terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan

DPRD.

Fasal 35
Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf { dilakukan oleh Perangkat Daerah

Pemralzarsa Kerja Sama.



Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga
ahli. '

Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas
dengan Pihak Ketiga.

Kontrak atau PKS KSDPK vyang telah disepakati

ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 36

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala
Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.

Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan
kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada kepala }Pemngkat Daerah Pemrakarsa atau
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari

Kepala Daerah.

Pasal 37
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28
huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yélng.
diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
Para pihak dapat melakukan bpe’rubahan atas materi
kentrak atau PKS KSDPK bercdasarkan kesepakatan para
pihak.
Perubahan atas mater:i kontrak atau PKS KSDPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
rriengurangi dan/atau menambéh /addendym materi
kontrak atau PKS.
Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disiapl.{‘an oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama
dan berkoordinasi dengan TKKSD.
palarmm  hal materi perubahan menyebabkan atau
;pjei';gal<ibatkan penamvhahan ‘pembebanan kepada
masyaraket dan daerah, perl,lbahanha’-.rus mendapatkén

persetujuan DPRD.



(5)

Pasal 38
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi
penyusunan, pembahasan dan  penandatanganan
dokumen KSDPK.
TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli

naskah KSDPK.

Pasal 39
Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
Perangkat  Daerah  Pemrakarsa KSDPK  provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
peleksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud daiam Pasa].
28 huruf j setiap semester.
Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
berjenjahg atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pélaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
bahan evtalluasi yang dilakukan oleh Menteri dan
Gubernur. |
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat /1) dan ayat
(2), paling sedikit memuat :
a. judul KSDPK;
b. bentuk naskah KSDPK:
P para‘pihak;

d. maksud dan tujran;

e. objek; |

f.  jengka waktu:

g. permasalahan;

h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

—

hal lainnya yang disepakat:.



(1)

BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 40

[si Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan

KSDD dan KSDPK terdiri atas:

a.
b.

o o

€.

komparisi,

para pihak dalam Kesepakatan Bersama;

. konsideran;

. 1s1 Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;

2. objek Kesepakatan Bersama;
3. ruang lingkup;

4. pelaksanaan;

5. jangka waktu;

6. surat-menyurat; dan

7. lain-lain.

penutup.

Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK

terdiri atas:

a.
b.

@]

komparisi;

para pihak;

. konsideran:

. 181 PKS, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;

2. objek;

3. ruang lngrup;

4. pelaksanaan;

5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;

7. jangka waktu;



(2)

8. penyelesaiaan perselisihan;

0. keédaan kahar; dan

10. pengékhiran kerja sama.
€. penutup.
Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42
Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri
atas:
a. komparisi;
b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;

c. premis/recital;

Q.

konsideran;
e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
1. latar beiakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi Sinergi,

4. objek Sinergi;

5. ruang lingkup;

6. tugas dan tanggungjawab;
7. pelaksanaan;

8. jangka waktu;

9. pembia}‘faan; dan

10. lain-lain.
{. penutup.
Format Naskah Nota Kesepakatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran: vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini

Pasal 42
Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh
Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda

pada bagian atas.



(1)

!

[\

o0
1

Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang
diberikan kuasa oleh Kepala  Daerah  untuk
menandatangani dan mencantumkan lambang daerah
pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan
lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.

Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua),
lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian
atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra
pada bagian atas di sektelah kiri disesuaikan dengan

ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 44
Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani
oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan
logo Pihak Ketiga.
Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat
vang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk
menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo

Pihak Ketiga.

BAB V
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Fasal 45

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah

dapat menetapkan:

a. TKKSD; dan

b. Sekretariat Kerja Sama.



(1)
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Bagi_an Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 46

Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan

Kepala Daerah.

TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. menylapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama
Daerah.

b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;

c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka
acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari
pemrakarsa;

f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS,

 kontrak Kerja Sarna, dokumen VKSDD dan KSDPK
lainnya dan/atau Nota | Késepakatan Sinergi dan
Rencana Kerja;

2. membérikan rekomendasi k'epa_da Kepala Daerah
untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS,
kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK
serta Nota Kesepakatan Sinergi;

h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan kerjé sama  serta  penyelesaian
permasalahan, perselisihan, dén/ atau sengketa yang
timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi
antara Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah;

1. memdiasiitasi p:msr‘f:s persetujuan DPRD terhadap
1“enjc.a1.1a KSDD, | KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah vang

1

membebani masyarakat dan daerah; dan
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J- i’leny‘usun laporan semester dan laporan tahunan
pelakéanaan KSDD, XSDPK sefta Sinergl antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j

disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan

secara  berjenjang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

beranggotakan:

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua,yahg secara ex-officio
dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi Kerja Sama Daerah;

c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat
oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja
Sama Daerah; dan

d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga

profesidna]., TKKSD dapat melibaﬁkan tenaga teknis dan

tenaga profesional.

Pasal 48
TKKSD dalam melaksanakarnr tugas dan fungsi
melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
Rapat plenc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk:
a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan
dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan keria
sarma daerah; ‘ l

b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
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c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang
berkaitan dengan'perencanaén, pelaksanaan, serta
peﬁyelesman permasalahan dan/atau perselisihan
kerja sama caerah.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.

Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil

Ketua TKKSD.

Pasal 49

Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk

membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan

peranéangan dokumen kerja 's_;ama daerah, dan

penyelesaianﬁ permasalahan teknis dalam pelaksanaan

kerja sama daerah.

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan untuk: |

a. melaksanakan pémbzihasan, x penyusunan  dan
perancangan dokumen kerja sama dacrah, meliputi
Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan
dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;

b. menyusun program kerja TKKSD;

c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui

~ Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan

dibahas dalam rapat pleno; dan

d. memberikan vekomendasi kepada Ketua TKKSD
terkalt naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak
kerja sama, dan dokumen }rr]a Sama Daerah
lainnya vang ﬁlfdtl ditandatangari oleh Kepala Daerah
dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rapat teknis sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh
seluruh anggota.

Dalam hal. Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh

salah secrang anggota tetap

Bagian Ketiga

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 50

Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama

dalam penyelenggaraan KSDD.

Sekretariat Kerja'Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib

dengan ketentuan:

a. dilakukan secara terus-menerus;

b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua)
daerah  dan/atau  objek  kerja sama  yang
dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan

c. jangka waktu keria sama psaling singkat 5 (lima)
tahun.

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (-), bukan Perangkat Daerah dan bertugas

memfiesilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

KSDD.

Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan

Kesepakatan Bersama. yang ditandatangani oleh Kepala

Daerah yang bekerjasama.

Pasal 51
Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3} b'ertuga.s: |
a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan

“evaluas: atas pelaksanaarn kerja sama;



b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala
Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah
yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah
masing-masing.

Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing

daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VI
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52
Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan
dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dilaksanakan dalarn bentuk Sinergi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Sinergi sebagaimaﬂa dimmaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahapan:

ersiapan;

a
b. penawaran Sinergi;

penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;

g:u

persetujuan DPRD;
e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rerncana

Kerje;
f. pelaksanaan;
g. wpenatausahaan; dan
h. pelaporan.

Pasal 53

Persiapan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 52 ayat (2)
huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan
melaksanakan Sinergi dengarnn menyiapkan kerangka
acuan kevja yang berkaitan dengan bidang yang di

sinergikan.
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Objek yang disinérgikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. objek Sinergi

d. lokasi Sinergi;

e. ruang lingkup;

f. pembiayaan;

g. jangka waktu; dan

h. manfaat.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun

Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 54
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan
surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh
Daerah.
Surat periawarén sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan
kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kemeriterian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima
surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memberikan tanggapan atas pena;waran dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat
penawaran diterima.
Apabila dalam waktu '30 (tiga puluh) hari sejak surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ada tanggapan terhadap penawaran  Sinergi yahg
disam?a,ik.an, Kepala  Daerali  pemrakarsa  Sinergi
menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada

&ementerian/lembaga calon mitra Sinergi.



o
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Pasal 55

Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c
dilaksanakan oleh TKKSD.

Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pembahasan dengan pihak terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada DPRD .untuk mendapatkan

persetujuan.

Pasal 56
‘Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi
yang membeban: masyarakat dén_ daerah dan/atau
pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD
tahun anggaran berjalan.
Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota
Kesepakatan dan rencana kerja. '
Komisi DPRD vyang Irlc"inbidéngi Kerja Sama Daerah
menyamn.paikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud
p'ada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
persetujuan dalam sidang paripurna.
Persetujuan DPRD dituangkan ‘dalam surat pimpinan
DPRD. |
Daiam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh limaj
haﬂ DPRD belum menetapkan sikap terhadap
permohonan sebagaimana diméksud pada ayat (3},
perﬁhohénaa dianggap telah mempercleh persetujuan
DPRD
Hasil perzetujuan DPRD sebagaimsna dimaksud pada

avat (1) disampaikan kepada TKKSD.
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Pas:.ﬁ] 57

TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7)
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan
rencana kerja.

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak
yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah
ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai

laporan.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau

mengaxibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum

terhadap rencana Sinergi vang membeban: masyarakat dan

APBD, pengurangan dan penambahan pernbebanan tersebut

harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 59
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (2} huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan
venandatanganan Nota Kesepakai:an,’.dﬂaksanakan oleh
TKKSD. | |
Sekretariat  TKKSD menyimpan 1 {satu) eksemplar

dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 60

TKKSD melaporkan peiaksanaan  Sinergi kepada
Bupati/ Wali Kota setiap 6 (enarh) bulan sekali.
Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada Gubernur
Sebaga: Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu)
kali da.}am 1 (satu) tahun.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan

pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) kepads Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun. |
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 61
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama
Daerah, sepanjang tidaix diatur secara khusus dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62
Pemerintah Daerah provinsi, kabupate‘n/ kota wvang telah
menyusun KSDD dalam tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d dan KSDPK dalam tahapan
sebagaimana dimaksud dalamr Pasal 28 huruf d danjatau
Sinergi dalam tanapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S2 ayat {2) harus menyesua.ikan ketentuan Peraturan Menteri
ini paling lama 6 {enarm) bulan terhitung sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri int mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 69 Tahun 2007

tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
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b. Peraturan Memnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja
Sama Antardaerah; dan

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah, sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat
Perjanjian dan Nota Kesepakatan,

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tar 1l

(

-]
JQ
UrQ

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020
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REPUBLIK INDONESIA,
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-

U AAN D4
A==y
1/
=/ - e\ A1l
(il [en =l
“\ZR ad, SH, MAP
,',p@ @m nag a Muda (IV/c)
N\ Prat 8 199603 1001



- 40 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2620

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN
NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A.FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan Bersama KSDD

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ......ccceeeeee
Pada hari ini,........... o HRngeal  ..ecennrsenes bulan ................ Tahun
............................... (----.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
| RSP . : ...., berkedudukan di.......... ,Jalan................. , dalam
.... (nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah....... ,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Jlc srevaraneranseansopiniesstal : ..., berkedudukan di ...... ,Jalan ................e. dalam
.... (nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerabh s ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam

Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut

PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PRI . o 90, : SN 0 PN SNSRE 3 NIPACY. 1 SRS GO 8 dst

- PIRPINPURUIT | N0 | 1, F 1 N MRV NN o1 PRI LOUPROT S dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan

kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan

Kesepakatan Bersama......... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal
dan seterusnya
........ Dem1k1 an Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(nama tanpa gelar) (hama tanpa gelar)
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2. Kesepakatan Bersama KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .....cccooiiviiiiiiiiiiiiiiieeeen,
DAN
TENTANG
NOMOR : ...cccceeee
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
vreeeeernieeecnieeecnneeenis (comeemel), kami yang bertandatangan di bawah ini :
D e berkedudukan di .......... ,jalan.........e. ,
...... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah ......... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
L e berkedudukan di ................... , berdasarkan
...... (nama tanpa gelar) Anggaran Dasar PT ........... yang dibuat di hadapan
Notaris......, yang telah disahkan oleh Menteri......,
berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT ........... ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK. ‘
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
| E e et h e et e e e e h et a e e et e e et a e een e as dst
e ettt et e e dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dar sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama
................... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ...
dan seterusnya
Demikian Kesepakaten Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ...............
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.......... ) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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B. FORMAT PKS
1. PKS KSDD

Lambang Daerah Lambang Daerah
PKS
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ...c.ccueenen.

Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................ (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
: ...., berkedudukan di....... , Jalan.....,
........ (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus

Gubernur/Bupati/WaliKota*...........c..ccceeven... ,

Nomor............ tanggal ........ , dalam hal ini

bertindak wuntuk dan atas nama Pemerintah

Daerah ....cc.ccccvnenees , selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.
L D Do , berkedudukan di ...... jalan ...,berdasakan
........ (nama tanpa gelar) Surat Kuasa Khusus Gubernur....... Nomor.....

Tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk

dan atas mnama Pemerintah Daerah.......

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS
ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
PKS...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

' Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

........................................................................................

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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KONTRAK/PKS KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PT. i,
TENTANG
NOMOR : ...............
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................. (comeemenn), kaml yang bertandatangan di bawah ini :
U S , berkedudukan di ..... Jalan ........ ,
....... (nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur/Bupati/WaliKota*...............
Nomor............... Tanggal ............ ,

dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah
...................... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

. , berkedudukan di
....... (nama tanpa gelar) virreeeneene,Jalan....berdasarkan
Anggaran Dasar PT ........... yang

dibuat di hadapan Notaris .............
yang telah disahkan oleh Menter1
.......... berdasarkan Keputusan Nomor
............ , dalam hal ini Dbertindak
untuk dan atas nama PT ............. ,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

e dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kontrak/PKS* ............ , dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di ...... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU

Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

....................................................................................

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR: ...............
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun
............................. (comeemenl)s kam1 yang bertandatangan di bawah ini :
SO R | S S - S Doeeeens ,berkedudukan di...., jalan ...... ,
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian .................
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
I s unsunsninnanseaamionmis bt stageans T ,berkedudukan di....... , Jalan ..
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah .......... "

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

L s nnman £ EARAn Sanalls £ BE DA DS Al HnE MR BR AR 25 R BB SERA S NEMRES BB A TE BN AR ARA S ARAES dst
M 5w £ Wi R S R R iy A ey S A B RS A R B R e e S E AR R B S SR B SO S S R Ip dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan............ ,dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ..
dan seterusnya

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... {(.......... ) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN






